$'—“

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENBVA
NOMOR ; 6 TAHUN 1998 i
TENTANG | o

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTREK) MATA
TAHUN 1995 — 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbana : a. bahwa dengan pesatnya tingkat pertumbuhéh'.dan
- perkembangan Kota Maja yang memiliki ciri dan
sifat kehidupan perkotaan, memerlukan pengy

aturan dan pengarahan pembangunan ' secara
terpadu yang didasarkan kepada perencanaan ko-—
ta yang sesuai dengan sifat, watak keh1dupan

dan kepribadian Bangsa Indanesia 5
b. bahwa Rencana Kota Maja yang disusuh, di—
pandang layak menjadi Pedoman Pembangunan agar
Pertumbuhan Kota Maja yang dinamis, serasi,
selaras, 521mbang dan berkelanJutan ;
: _ . bahwa dalam rangka pengaturan dan pengarahan,
1? pemanfaatan serta pengendalian pertumb@ban dan
perkembang-an Kota Maja dipandang ' perlu -
menatapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II majalengka tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kota Maja. :
Mengingat : 1. Undang—undang Nomor 14 ‘Tahun 1950 }Ehtang
: Pambentukan  Daerah—-daerah Kabupaten = Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berlta Negara
Tanggal B Agustus 1950) ; ﬁ
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1240 fentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN, Tahun
1260 Nomor 104) 3 ‘

- Undang~undéng Nomor 5 Tahun 1967 tentang
Pokok—pokok Kehutanan (LN. Tahun 1967, Nomor
85 : s

-7 4. Undang—undang Nomor 11 Tahun 19267 " tentang

Ketentuan—ketentuan Pokok Pertambangan (LN.

Tahun 192467 Nomor 22) 3 i

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 - tentang
Pokok—pokok Pemerintahan Di Daerah (LN;  Tahun
1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3041) :

&. Undang—undang Nomor 11 Tahun 197&‘ itentang
Pengairan (LN. Tahun 1974 Nomor 65, TLN, Nomor
I046) 5 '3.'1,

7. Undang—uhdang Nomor 5 Tahun 1979¢,Htentang
Pemerintahan Desa (LN. Tahun 1979 Nomor 56) 3

¥

8. Undang-undang “‘;Hd""' 2
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang
FJalan (LN. Tahun 1980 Nomor B83) j o

Undang—qndang Nomor 5 Tahun 1984 ﬁltentang
Perindustrian (LN. Tahun 1984 Nomor 22) j

Undang—-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kon-
servasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistim—
nya (LN. Tahun 1990 Nomar 49) 3

. , ¥
Undang—undang Nomor ¢ Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan ;. P '

Undang—unang Nomar 4 Tahun 1992 0 tentang
Perumahan dan Pemukiman (LN. Tahun 192%2 Nomor
2%, TLN. Nomor 3449) ;

Undang—-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (LN. Tahun 1992 Nomor- 115) j

Undang—undang MNomor 23 Tahun 1997 tentang Ke-
tentuan—ketentuan Pokok Pengelolaan Llngkungan
Hidup (LN. Tahun 1997 Nommr R A :

Paraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Cara Pengaturan Air 3

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun - 1982
tentang Irigasi (LN. Tahun 1982 Nomor $88) ;3

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985
tentang Perlindungan Hutan (LN. Tahun 1985

Nomor 39) 3

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
tentang Jalan (LN. Tahun 1985 Nomor I7) j
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988
- tentang Koordinasi Kegiatan Instansi ' Vertikal
di Dasrah (LN. Tahun 1988 Nomor 10} 3

Peraturan Pemerintah Nomor 351 Tabhun' 1993
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan j

Peraturan Pemerintah Nomor 6% Tahun 19946
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang 3§

eputusan Presiden NMomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengnlolaan kawasan Lindung j

Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 7. Tahun
1986 tentang Penetapan Batas Nllayah Kota 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana‘Vata 3
Y

25. Keputusan ..c.ccetaslanea I
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Feputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
1992 +tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Daerah  Tentang Rencana Struktur Tata Ruang
Propinsi, Daerah Tingkat I dan Rencana Umum
Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan:Daerah Perubahan j "

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor B85 Tahun
1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
atau Keputusan Kepala Daerah Lewat: Tenggang
Waktu Pengesahan j vy

i

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Ma jalengka Nomor & Tahun 1774 tentang. Rencana
Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tinghat 11
Majalengka.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Vabupatgn Daerah

Tingkat I Majalengka .

i

MEMUTUSKAN

[

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
MAJALENGKA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANB XOTA
(RUTRK) MAJA TAHUN 19%3-Z003.

BAB I -0
KETENTUAN UMUM i

Pasal 1 ' O

Dalam Peraturan Daerah ini wang dimaksudkan
dengan : o po

a.

Daerah :aﬁalah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Ma jalengka 3

1
e

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah iKébupaten
Daerah Tlngkat 11 MaJalengka 5 G

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati: Kepala
Daerah Tingkat II Majalengka j :

g

Kota adalah Pusat Permukiman dan, Kegiatan
Penduduk yang mempunyai Batas Nilayah;édminis—
trasi yang diatur dalam Peraturan Pgrundang-
undangan serta permukxman yang telah mempar—
lihatkan watak dan ciri Kehidupan kota §

.4/
-‘,\',

2. RENCANE w.anccsasininnces &°
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Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK} .* adalah
Rencana Umum Tata Ruang Kota Maja yvaitu
Rencana Pemanfaatan ruang kota yang disusun
untuk menjaga keserasian pembangunan antar
saektor dalam rangka pelaksanaan = program—
program pembangunan kota 3 :

Wilayah Perencanaan adalah wilayah perencanaan
vang meliputi Kota Maja j y
Badian Wilayah Kota yang selanjutnya- disebut
BWK  adalah suatu kesatuan wilayah yang ber-
sangkutan yvang merupakan wilayah:- yang
terbentuk,secara fungsional dan administratif
dalam rangka pencapaian dayaguna fpélayanan
fasilitas umum kota j o

Wilayah pengembangan adalah suatu kesatuan
wilayah : yang menggambarkan kesatuan strateqi
pengembangan yang mencerminkan fungsi dari
wilayah yang bersangkutan j :
’

Lahan adalah Bidang Permukaan tanah yang
digunakan untuk suatu jenis pemanfaatﬁn ter—
tentu :

Kawasan adalah Satuan Ruang Lahan dengan
fungsi tertentu j '

Lingkungan adalah satuan ruang yang, meng-
gambarkan kesatuan sistem kehidupan dari aspek
sosial, ekonomi maupun budaya 3

Regional ‘adalah suatu mwilayah yang; fhencatkup
suatu kehidupan keselurubhan kota-kota dan atau
pedesaan dalam suatu sistin tertentu j.

#t

Koefisien .Dasar Bangunan (KDB} adalah’ angka
yvang menunjukan perbandingan antara jumlah
luas - lantai dasar/perkerasan  tanah © terhadap
luas lahan perpetakan yang sesuai dengan luasg
perpaetakan j , i
Koefisien Lantai Bangunaﬁr(KLB) adalah angka
vang a=nunjukan perbandingan antara jumlah
luas seluruh  lantai  bangunan  diukur dari
permukaan'dinding terluas terhadap 1qa§‘ lahan
perpetakan. L

BAE I1
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG:RDTA
Bagian Pertama - }g
Tusuan Penyusunan Rencané Kota

~

Pasal 2 sevcaencens cerienana 5
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Pasal 2
(1) Tujuan Utama Penyusunan Rencana @

a. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun
Nasional 3 W

b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 3§

. Menunjang Kebijaksanaan Wilayah Pembangun-—
an Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengkaj

d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun
Kabupaten Daerah Tingkat II Ma jalengka.

(2) Tujuan Khusus Penyusunan Rencana :
¥
a. Mengarahkan pengembangan dan. pengaturan
Kota Maja ' secara terkoordinasi bailk
tertib bangunan maupun tertib penggunaan
dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap
pelaksanaan pembangunan secara optimal j

h. Menciptakan keseimbangan dan keserasian
lingkungan sebagai upaya dalam menciptakarn
keserasian dan keseimbangan' fungsi dan
identitas penggunaan Jahan antar Bagian-
hagian wilayah Kota Maja §

c. Membantu mempermudah psnyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kota Maja maupun Rencana
Teknik Ruang Kota Maja dan menyusun prog-
ram—program pembangunan Kota Jangka me-—
nengah  maupun proyek-proyek tahunan yang
diprioritaskan pengembangannya 3§

L}

d. Menciptakan kelestarian permukimanp dan ke-—
aqiatan kota yang merupakan usaha mencipta-
kan hubungan vyang serasi antar ‘manusia
dengan lingkungan yang mencerminkan pola
intensitas pengguraan ruang kota pada
umumnya dan bagian wilayah keota pada
Lhususnya § ’ g

2. Mewujudkan Kota Maja yang aman, .. pyaman,
tertib, lancar, sehat dan indah. - '

Bagian Kedua
Wilayah Perancaniaan
Pasal 3 o

(1) Keseluruhan wilayah Perencanaan thé Ruang
Kota Maja seluas + 880,646 Ha meliputi O
(lima) wilayah Desa yang termasui dalam Kota
Maja, yaitu : C

=Xy DE‘Sa ----n---t---i‘-n!'-:.--- 15
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a. Desa Banjaran.

b. Desa Maja Utara. 5

c. Desa Maja Selatan. !

d. Desa. Paniis.

2. Dmsa Tenalsari.

Batas—-batas Wilayah perencanaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini adalah ¢

Sebelah Utara : Desa Cicalung.

Sehelah Timur : Kecamataan Argapura.
Sebelah Selatan : Desa Anggawati dan Keca-
matan Argapurs., .

Dasa Pasanggrahan:

oo
]

13

. Sebelah Barat

RBagian Ketigs

Arah Pérkembangén Kota dan Pusat Pelayanan

Pasal 4 ' EX
Perkembangan Kota Maja diarahkan  melalui
optimasi pemanfaatan ruang, sesuai dengan ke-
munglkinan penyediaan ruang serta kecenderung-—
an-kecenderungan perkembangannya pada masa
yang akan datang, dalam batas-batas ' tidak
menngangou kelestarian alam. S

Dalam pembagian perwilayahan yang dijadikan
orisntasi pelayanan, Fota Maja dibagi 4
(eampat) bagian vaitu @

a. Bagian Wilayah Kota Pusat Kota (BWK PI,
sabagai pusat utama pelayanan skala kota
({lokal?}) mawupun shkala kecamatan (reqional},
BWK  Pusat Kota termasuk kedalam /wilayah
administrasi Desa Maja Selatan, dengan
uas wilayah 247,35 Ha, serta direncanakan
dapat berfungsi sebagai ¢ o

- Pusat kegiatan pemerintahan j

-~ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa
skala pelayanan regional (pasary per—
tokoan, senira/pelelangan sayur, Jjass
keuvangan dan terminal j '

. i

~ Pusat pelayanan fasilitas sosial shala
regional (pendidikan tingkat menengah,
kesehatan dan fasiliftas lainnya) j

— Pusal permukiman.

b. Bagian Wilayah ¥ota A& (BWK A), diarahkan
zebagai pendukung BWK Pusat Kota dan
termasuk kedalam wilayah administrasi Desa
Ma ja Utara dan Desa Banjaran, dengan luas
wilayah 304,75 Ha, s=rka direncanakan
dapat berfungsi sebagai = .

""PU.SB.‘G -----n-------';n----?



— Puszat keniatan pemerintahan  Pembantu
Bupati Wilayah Maja j '

-~ Pusat kegiatan sosial ekonomi qungsi
sekunder dan tersier (sebagai kota pen—
dukung BWK Pusat Kota) j

— Pusat perdagangan dan iasa/komersial
{Dasa Ma ja (ltara) =ehagai dykungan'
kegiatan yang ada di BWK Pusat Fota j

- Pusat pelayanan fasilitas sosial skala
regional (pendidikan tingkat menengah,
kesehatan dan fasilitas lainnya)l j

- Pusat permulkiman j

~ Pusat pengembangan pertanian (lahan
basah dan horiikoltural.

Bagian Wilayah Kota B (BWK B), termasulk

kmdalam wilayah administrasi Desa Paniis,

dengan luas wilayah 214,99 Ha, sarta

direncanakan dapat berfungsi sebagai s

- Pusat kegiatan sosial ekonomi fungsi
sekundar dan tersier (ssbagai kota pen-
dukung BWI Pusat Kota) j .

~- Pusat pengebangan  kawasan Qeqﬂidikan
Ltirgkat menengah 3 . .

Pl

. X

— Pusat permukiman j '

I
A}

— Pusat pengembangan pertanian . (lahan
basah dan hortikultura).

Bagian MWilayah Kota C (BWK C), ' termasuk
kedalam wilayah administrasi Desa. Tegal-
sari, dengan luas wilayah 109,57 Ha, serta
direncanakan dapat bherfungsi sebagai :

— Pusat Lkegiatan sosial ekonomi- fungsi

sekunder dan tersier (sebagai ko?a pen—
dukung BWK Pusat Kota). !

— Pusat permukiman.

BAB 131

FUNGSI DAN STRUKTUR TQTQ.RUANG.KDTQ

Bagian Pertama
Fungsi Kota

RN
tae

Pasal Deiceecscnnnnnnnnsfanccea
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(1) Fungsi wutama FKota Maja ditetapkan’ %ebagai
pusat . administirasi pemerintahan; tingkat -
kecamatan dan tingkat wilayah Pembantu Bupati
Wilayah Maja, pengembangan permukimin per-
kotaan, pusat koleksi dan distribusi
komoditas pertanian dan pusat perdagangan/
jasa yang terkait dengan kegiatan utama Kota
Maja.

(2) Fungsi 1lain vyang tumbuh sejauh menunjang
pengembangan Kota Maja dan tidak mengganggu
kelancaran fungsi wtama tersebut pada  ayat
(1) pasal ini, dapat dikembangkan.

Bagian Kedua
ISI STRUKTLR TATH RUNNG KOTA
Paragraf 1
Linglunnan Khusus
Pasal &

(1} Pengaturan Tata Ruang Kota Maja terbagi atas
lingkungan—-lingkungan khusus kota yang
terdiri atas @

a. Pusat pemerintahan/perkantoran | fingkat
kecamatan sebagian besar akan dialokasikan
ditengah kota (Desa Maja Gelatan) dan
kawasan perkantoran Fembantu , Bupati
Wilayah Maja dialokasikan di Desa Banjaran.

b. Pusat perdagangan skala ﬁegional
{kecamatan atau wilayah yang lebih. luas}
dialokasikan di Desa Maja Selatan, ter-
masuk. didalamnya 1Iokasi Pasar 'pmum dan
Sentra/Pesleslangan Sayur. ‘

c. Pusat perdagangan skala lokal ‘;(kota)
diarahkan melalui pengalihan fungs£¢ Pasar
Umum  di Desa Maja Utara menjadi pusat
perdagangan berupa pertokoan, Kims atau
rumah ‘toko (Ruko). Lk

. : #

d. Pasar. Hewan yang lcockasinya menjddi matu
dengan Pasar Umum Maja Utara, lokasinya
diarahkan di jalan Maja-Cikedungg

]

Pusat kawasan pendidikan tingkatiﬂmenengah
dialokasikan di Desa Paniis (Jalan. Maja-
Sukahaii), sedangkan lokasi pengidikan

yang -...........f..é.é;.... 9
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vang, ada alkan tetap dipertahankin se-

panjang mendukung optimasi . bﬁbungan-
fungsional dengan peruntukan lahan lain—
nya. ¢

f. Terminal anglkutan wumum akan teégp di-
alokasikan di Desa Maja Selatan ;@elalui
penataan dan peningkatan sarana/prasarana
penunjangnya. :

9. Kawasan permukiman dan perumahan ditetap—
kan pada daerah yang tingkat kesiringan
lahannya dibawah 6 % dan wuntuk’ lahan
kemiringan diatas 15 % dibatasi _p?runtuk~
annya. T

h. Sub pusat pelayanan ditetapkan sebagaxmana

. yang Ytermuat dalam pasal 4, ayat (2) Pera-
turan Daerah ini. o

i. konservasi Jalaur hijau, ditet&pkan se—

bagaimana yang termuat dalam pasal 4 ayat

(2) Peraturan Daerah ini dengan kemxringan
lahhan diatas 13 %.

.
v

(2) Hatentuan—ketentuan tersebut pada ayat (1)}
pasal ini akan diatur lebih lanjut; dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah. 5

Paragrat 2 ‘ﬁ
Sistem dan Rencana Pengembangan Transhortasi
I s

o Pasal 7

(1} Sistem - transportasi diarahkan kapada pema-—
rataan | pelayanan pendudul: dalam ' moda ,
menunjang perkembangan sosial ﬂ ekonomi ,
perdag qngan dan pertahanan keamanan naslonal.

]

Daiam mengembangkan fungsi—~-fungsi kawg§an di
Kota Maja sebagaimana yang tersebut pada
Pasal 5@ ayat (1) Peraturan Daerah iniy diren-
canakan pengembdngdn hirarki jalan berdasar—

kan fungsi jalan.

(3) Guna mendukung sistem transportasi di Kota
Ma ja sebagaimana tersebut pada ayatb (1%
Peraturan Daerah ini, serta | penataan
sirkulasi drus pergearakarn lokal dan.regional,
maka perlu dikembangkan ruas jalan baru
fungsi kolektor sekunder yang menghubungkan
terusan  jalan Veteran dengan Jalanw Ma ja~
Sukahaji (ruas lingkar timur). :

5

(4) Bangunan.....ceceeegaeea-10
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74} Banounan—-bangunan yang berlokasi disepanjang
jalan dalam sudut pandang kendaradn yang
melintas, jilka menghalangi diperlukan pem-
bongkararn- bangunan untuk dxs?sualkan
dengan sempadan bangunan dan sempadan jalan.

(53 Vetentuan—ketentuan lain sepanjang mendukung
tujuan seperti tercantum pada ayat (1) pasal
ini akan diatur lebih lanjut dengan: Veputusan
‘Bupati Hepalia Daerah. :

Paragraf 3
Laokasi Pembuangan Sampah

Pasal B

Pembuangan sampah bagi masyarakat Kota:’ Maja
dibagi dalam beberapa lokasi :

1. Pembuangan. Sampah Sementara (TPS) diqlokasi—

kan pada tempat-tempat strategi i dengan
dipandang tidak merusale citra hexndah&n lkoba
dan mencemarkan lingkungan.

2. Tempat ‘untuk membuang sampah merup{kén alat
yang tertutup rapat sehingga tidak ‘menimbul-
kan polusi udara, sebagaimana dlmaksqd pada

angka 1 dxatas. W

3. Pembuangan/Tempat Sampah Akhir (TPA) di- |

alokagikgn,diluar Kota Maja. . K
. Ly
Wy Faragraf 4 L
B . "
Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalh
Pasal 7
(1) Pengembangan sarana dan prasara sesdéi dengan
hirarki pelayanannya yaitu tingkat reg1onal,
tingkat: kota, tingkat BUWK, llngkungén pa-—
rumahan ‘sebagai berikut ¢ .
. I 1
a. Penyediaan air bersih diusahakan. secara
merata dan layak bagi seluruh masyaraPat.

. N ! l
h. Penyadiaan kebubtuban listrik dxsesualkdn
dengan program perkembangan kota yang
dapat memenuhi kebutuhan selurgdh masya-—
rakat baik bagi kawasan perumahan  maupun
non perumahan. '_%
. Penyédiaan kebutuhan telepon éﬁeserta
jaringannya disesuaikan dengan program
perkembangan kota yang memenuhi -keperluan
masyarakaf s

S
d. Pengelolaan.....eeiagean-1l
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4. Pangelolaan air limbah memaka
setempat dan sistem jaringan.

. sistem

. Fenyediaan drainase pada jaringan’ utama
mamanfaatkan sungai-sungai yang gmélinbasi
kota atau terpadu dengan jarihgan air
iimbah, toe

N
3
A

Panyadiaan dan pengéturannya ditentukan dan

diatur oleh dinas dan instansiterkait.

¢

BAB IV
" PELAKSANAAN
Bagian Pertama o
Pemantaatan Diluar Daerah Perencadﬁén

Pasal 10 |

}
Untuk melindungsi fungsi Kota Maja . sebagai-
mana tersebut pada Pasal & Peraturan Daerah
ini, di tiap—tiap desa yang berbatasan dengan
daerah perencanaan, selama implemantasi
pambangunan sarana kota di dalam kawaddn kota
masih wmemungkinkan, dilarang merubahfffungSi

status penggunaan tanah. !

Ketentuan—ketantuan lebih lanjut dalim ayat
(1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah. ﬁ‘?

Bagian Kedua e
Pelaksanaan FPembangunan
| - Pasal 11
Setiapi bembangunan yang dilaksanq@an bail
oleh Pemarintah, Badan Bwasta .. maupun

masyarakat disesuaikan dengan rencana yang
teiah ditetapkan dalam BAB II1 Pegaturan

.«j

Daerah ini. o

Pembangunan pada bagian—bagian kota yang

belum disusun secara terperinci hanya dapat
dilalksanakan setelah wmendapat ijip dari

Bupati Kepala Dasrah.
AS

Bagian Ketiga

Prnéram Pelaksanaan Pembangunad{v

s

i

Pa‘sal 12-----------u-ni;‘:----l"?‘
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Hebijaksanian—kebijaksanaan oalabksanaan dalam
mewu judkan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dituang-—
kan dalam Rencana Pembangunan Kota Lima' {Tahunan
serta diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Kota
Tahunan, yang meliputi segenap sumber-sumber
dana, bzaik Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I,
Daerah Tingkat II dan sumber dana lainnya.

BRAR V
EvALUASI DAN REVISI
Pasal A

(1) Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruana
Kota dilakukan minimal lima tahun sekali dan
maksimal sepuluh tahun sekali = gquna
mendapatltan bahan vang akan dx;adlkan dasar
_penyempurnaan dan penyesuaian.

(2) Evaluasi dan Revisi dimaksud ayat (1)} pasa’l
ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BapB VI
KETENTUAN PIDAMA DAN PENYIDIKAN
Pasal 14

{i) Barang siapa melanggar ketentuan PaSal 10
ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini
diancam dengan pidana kurungan selama*lamanya
tiga bulan atau denda setinggi- tingginya Rp.
30.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2} Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini

adalah pelanggaran.
. i

; Pasal 193
{i? Penyidikin terhadap pelanggaran sebabaimana
dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan "Naerah
ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Gapll dilinglkungan Pemer1ntah Daerah
vang pengangkatannya ditetapkan sesuax ‘dengan
Peraturan Perundang—undangan. ,h
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pe-
T oayidik ] sebagaxmana dimaksud ayat (1) pasal
ini berwenang z

a. Meneéiﬁa laporan atau pengaduant dari
sesncrang tentang adanya tindak pzdana 3

b. MelakukaMeesanesasdnaneneil
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. Molzinilban tindakan pertama pada sah it
ditempat kejadiar serta melalulan ne-—

mariksaan i L
~. Menyupruh  berhenti seorang tersanéka dan
memeriksa tanda pengenal diri tergangka

d. Melalukan penyitaan benda dan atau surat j

‘©. Mengambil sidik Jjari dan memotret se-—
seorang .
P .
f. Memanggil sesearang untulk didengar dan di-—
periksa ssbagal tersangka atau saksi

n. Mendatangkan orang ahli vyang diperlukﬁn
dalam hubungannya dengan pemariksaan per-—
lkara 3§ ’ T '

h. FHenghentikan penyidilzan setelah mendapat
- petunjul dari penyidilk unum  bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa ter-—
sebut buikan merupakan tindak pidana  dan
serlanjutnya melalui penyidik umum mgmberi-
tahuikan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersanglza atau keluarganya j '

:
s

i. Mengadakan tindakan lain menu#utu hukcum .

yang dapat dipertanggungjawabkan;:3¢

BAB VII

KETENTUAN PERAL IHAN

Pasal 1é A

Apabila ada kegiatan pembangunan sebelum ditetap-
kan Peraturan Dasrah ini dan $idak sesuai dengan
Paraturan Daerah ini akan ditinjau kasus demi
Easus untuk diberikan penetapannya malalui
penyesuaian - dan atau pensrtiban sebagaimana
diatur dalam Peraturan Dasrah ini. '

Pasal 17

{1} Bupati Kepala Daerah berwenang menangani
kasus demi kasus kegiatan pembangunan seba-—
gaimana dimaksud dalam Peraturan Dagﬁah ini.

(2) Dalam menangani kasus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (i} Pasal ini, Bupati’ Kepala
Daerah ‘berwenang memberikan petunjuk dan
tindakan sasuai dengan Peraturan Perundang-
vundangan yang berlaku. -

!

BAB VIIl..uuueo-- ceeabieeeanald
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BAEB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal i8

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
segala. ketentuan yang telah ditetapkan
terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku.

(2) Peraturan Daerah ini dapat disebutkan
Peraturan Daerah tentang " RUTRK Maja “. :

(3) Hal-hal vyang belum cukup diatur dalam Pera-
turan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, me—

merin@ahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : MAJALENGKA
em taml ¢ 23 Pebruari 1998
.ﬁigERwAKILAN RAKYAT DAERAH BugATI~gEPALA DAERAH TINGKAT I1
R DAERAH TINGKAT 11 ™ A)J\A LEN G ¥ A
M A ALENGSBEKA X
Ketua,

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Keputusan NOMOTr. ...iicciececcacsasacsosanssanssancsscnnnsnes

tangg&l L R I R I R I R I I T I O R A N R N ) LI Y

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Vabupaten Daerah Tingkat I1I
Majalengka NOMOP ..icieeecnncansssansese-btanggal..coooociaanaaaa..

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Drs. H _SOFYAN SAFARI . HAMIM
Pembina Tingkat 1 a
NIP. 010 034 107
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